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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran dari penyidik dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta adalah 

memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan 

anak, yaitu saksi, korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku. 

Selanjutnya penyidik memfasilitasi mediasi diantara kedua belah pihak 

guna dicapai jalan damai secara kekeluargaan dengan menyediakan 

ruangan mediasi. 

2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan restorative justice 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta 

adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan 

penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya 

terhadap setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana polisi 

diharapkan melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan 

tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk 

melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan 

pengalihan kepada penangganan kasus anak. Hambatan yang dialami 

dalam pelaksanaan restorative justice juga terletak pada pelanggaran yang 
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sangat serius yang dilakukan oleh anak, serta terjadinya pengulangan 

tindak pidana setelah menjalankan restorative justice membuat anak harus 

menjalani proses peradilan formal kembali. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang 

sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep restorative justice 

bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak 

pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, 

pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat. 

2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan 

hukum harus disempurnakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan tentang pelaksanaan restorative justice, sehingga penyidik 

mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaikan 

perkara di luar pengadilan. 
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